PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANAN TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
HABUPATEN SUBANG

BAGIAN ORGANISAS]
EETDA KABUPATEN SUBANG

TAHUN 2018



BUPATI SUBANG
PROVINS] JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN BUBUNAN QROANIBAZ] UNIT PELAKSARA TERNIZ
DAZRAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN

Menimbang

Mengingat

KERBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

DENOGAN RAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA

BUPATI SUBANG

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Preal 7 ayit (1)

Poraturan Daerah Kabupaten Subang Nomar T Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangeat
Daerah Kabupaten Subang, perlu dibeniuk Satuan
Pendidikan Daerah untuk mendukung kelancaran dan
keberhasilan pelaksanaan (ugas mMAsing-MAasing
perangkat daerah |

. bahwa untuk pelaksansan maksud sebagnimana

tersebut pada hurul * a" di atas, perlu divelapkan
dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ienwng
Pembentukan  Daerab-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan PFrovinsi Djawa Barat (Beritn Negara
Republik Indonesia Tahun 1950). sebagaimanu t=ah
diubah dengan Undang-Undang Nomuor 4 Tahur 1905,
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakaric dan
Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang Lindang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provins: Djawa BDarat
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tunun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran WNegara Republik
Indonesia Nomor 28511,

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan [Lembaran Negara Republih Indonesia
Tahun 2003 Nomeor 78, Tambahan Lembaran MNegata
Republik Indonesia Nomar 43010;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiu
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia homur 5494);



Menetapkan

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 rtentang
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesin Tahun 2014 Noemor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587)
wobagaimanna telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (entang
Perubahan Kedus atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba-an
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer SH,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679

5. Pernturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Perangkat Dasruh  |Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomer 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

&. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembeniukan
dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teris
Daerah (Berita Negara Repubilk Indoncsia Tahur 2017
Nomor 4315

7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Neomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranghat
Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG TENTANG

" PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS] UNIT

PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAK  KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG

HAB i
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati i yang dimaksud dengan
1. Duerah adalah Kabupaten Subang :

2. Pemerintah Duaerah adalah Kepala Daerah Desera
Perangkat Daeral Otonom yang lain sebagai Baidan
Eksekutil Daernh ;

3. Pemerintahan  Daerah  adalah  penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah
dan DPRD Kabupaten Subang menurul @ azas
Dessntralisas |

4. Bupan adalah Bupati Subang |

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanuinya
disebut DPRD adalah  Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah Kabupaten Subang |

6. Dinas  adelah  Dinas  Pendidikan  dan hebuday aan
Kabupaten Hubang .



7. Unit Pelaksana Teknis Duerah Satuan Pendidikan, yang
selanjutnya  disebut Satuan Pendidikan Kabupaten
Subang adalah Unit Pelakeana Teknis Daeran di bidang

Pendidikan yang berupa Satuan Pendidikan Formal dan
Satuan Pendidikan Non Farmal;

& Kelompok Jabatan Fungsional adalan  Kelompok
Pegawal Negeri Sipil yang diberl tugas, wewenang dan
hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegintan yang sesuai dengan profesinya
dalam ranghks mendukung kelancaran tugas posok.

BAR (1
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Peiaksana
Teknis Daerah (UPTDj Satuan Pendidikan Formal dan
Satunn Pendidikan Non Formal ;

12} Satuan Pendidikan Formal ssbagaimana dimaksud avat
{1) terdin dari :

1. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah
Pertama Negeri (SMPN);

2. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Uasar JNegen
{SDN);

3. Satuan Pendidikan Formal Taman Ranak-RKanak
MNegeri (TK Negeri).

(3} Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdin darn .

Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Ror Formal
Negeri.

{4} Nama Satuan Pendidikun Fermal dan Non kormal pada
Dinus Pendidikan dan Kebudayaan habupaten bubang
tercantum dalam Lampiran |, merupakan taglen vang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiwi.

nai il
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagan Pertama
Kedudukan
Pragal 3

(1) Sutuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non
Formal merupakan unsur pelaksana tehnis daerah,
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
beranggungawab kepada Kepala Dinas  Pendidikan
dan Kebudayvaan Kabupaten Subang



(2) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non
Formal merupakan Unit Pelaksana Telmisa Daerah
Fungeionnl, vang dijabat cleh Pejabar Fungsional yang
diberl wgas tnmbahan.

Bagian Kedua
Tugus Pokok
Pasal 4

Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendcdikan Son
Formal menipunyai tugas pokok melaksanakan sebagiun
tugas leknis . operasional Dinas FPendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Subang dibidang Pendidikan
'F{i:;ml dan Non Pormal sesuai dengan kebijalkan Kepala
Dinas.

Bagian Hetiga
Fungui
Pasal 5

Saruan Pendidikan mempunym fungsi ;

1. Penyusunan bahan perumusan kebijaken teknis
operasional bidang pendidikan formal dan non formal

2. Pelaksanaan sebagian ugas teknis operusioanal bidang
pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya ;

3. Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;

4. Pelaksanaan urusan administrasi.

BAB IV
Susunan Organisas:
Pasal &

(1] Susunan Organisasi  Satuan Peadidikan  Formal.
rerdin atas:

A. Satuan  Pendidikan Formal Sekolah Menengah
Pertama Negeri (SMPNJ. membawalu .

|. Kepala Sekolih;
2. Waki! Kepala Sekolah, yang terdini disn
n. Wakil Kepala Seknlah Bidang Kurnkulum.
b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesisw aan;
c, Wakil Kepala Sekolah Didang Saranu dan
Prusarani;
d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas:
3. Penpelola Ketatausahaan,
4. Kelompok Jabatan Fungsional,

B Satuan Pendidiken Formal Sekolnh asar hegen
(SDN), membawah
1. Repala Sekolah,
2. PFengelola Kelntavsahaan,
3. Kelompok Jabatan Fungsional,



C. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanek-Kanak
Negeri [TK Negeri), membawah :

1. Kepala Sexkolah;
2, Pengelola Ketatausnhaan
3. Kelompok Jubutun Fungsional.

(1) Kepala Satuan Pendidikan merupakan jalsatan
fungsional guru/pamong belajar sesunl dengan
ketentuan peraturan  perundang-undangan. Kepala
Pengelola Ketatausahaan merupakan jabnutan  non
eselon

{2) Kepala Satuan Pendidikan Formal Taman Ruanak -
Kanak merupakan jabatan fungslonal guru diberi tugas
tambahan sesual dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan. Kepala Pengelola Ketntausanaan
merupakan jabatan non eselon.

3 Bagan Struktur O isasi Satuan Pendilikun Fuornal,

‘ II-Ill:lun.lilurn.lt'm ummm dalam lampiran U, il dan IV

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupat ini

Pass! 7

(1) Susunan Organisasi Sawuan Pendidikan Nonformal,
terdiri atas :

Satuan Pendidikan Nonformal Sangar Kegiaian Belajar
Sekolah Konformal Neperi, membawahi :

1. Kepaia Sekolah;
2. Wakil Kepala Sekolah, vang terdini dari
a. Wakil Kepala Sekolah Bidang PAUD;
b, Wakil Kepala Sekolah Bidang Pendudikan
Kesetaraan dan Keaksaraan;
¢ Walkil Kepala Sekolah DBidang Kursus dan
Pelatiln,

3. Kepala Urusan Tam Usaha, yang membawah -

Urusan Administrasi Kunkulum;
Urusan Peserta Didik;

Urusan Kepegawaian,

Jrusan Keuanpgan,

Urusan Sarana dan Pragarani,
Urusan Hubungan Masyarakat,

g Urusan Persuratan dan Pengarsipan,

4. Relompok Jabatan Fungsional

{2) Kepaln dan Wakil Kepala Sckolah Satuan Pendidikan
Nonfonnal Sanggar Kegiatan Belagar  Sekolah
Monformal Negeri Kabupaten Subang  meripakan
jabatan fungsional Pamong Belajar yang diben rugas
tnmbahan  scsuai  dengan Ketenluan — peraturn
perundung-undangan. Kepala Urusan Tata Usaha
merupakan jabatan non-eselon.

(3) Bagan Strukiur Organisasi Satuan Pendidikan
Honformal, sebagsimana tercantum dalam lampiran
V, merupakan bagian yang tidak rerpisahkan den
Peraturnn Dupati ini.

mAAnER



HBAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

(1) Puda Sawan Fendidiknn Formal dan  Satuan
Pendidikan Non Formal dapat dibentuk Kelompok
Jabatan Fungsional,

(2] Kelompolk Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada wmyat (1] terdiri atas sejumlah tenaga dalam
Jjabatan fungsivnal yang terbagl dulam berbagu

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(3} Jemis, jenjang dan jumlah jubatan funguienal
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan xebutahan dan
beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal &

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Repala
Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non
Formal! dan Kelompok Jabatan Fungsiona wagib
menerapkan prinsip  koordinasi, integran:  dan
sinkronisasi balk dalam lingkungunnya masing MARINE
maupun antar Kesatuan organisasi di hngkungan
Pemeriniph  Deerah  serta instansi  lain  di  Juar
Pamerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
MABINE-MAsing.

(2] Setiap pimpinan satusn organisasi bertanpguny, jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan maging-
masng dan memberikan bimbingan serta perunjuk
bag pelaksanaan tugas bawahannya.

(3] Setiap bawahan pada satuan organisas  angib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dar bettanggung
jawah kepada atasannya | MARME Mamng  sSetia
menyampaikan laporan secara berkala,

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 1O

Pembiayaan Satuan Pendidikan Formal dan Saluan
Pendidikan MNan Formal dibebankan padu Anggaran
Pendapatan Negura (APBN), Anggaran Pendapaian Belanja
Dacrah (AFBD) Provins: dun Anggaran Pendapatan Belanp
Daerah (APBD) Kabupaten Subang.



BARB ¥l

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Penjabaman Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pendidikan
Formal dan Satuan Pendidikan Non Fosmnal ssbegsimnna
dimaksud Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut aleh
Dupati dan ditetapkan dengan Peraturan Bupatl,

Pasal 12

Pembentukan dan Penataan Satuan Peadidikan Formal
dant Sacuan Pendidikan Meon Formal depas .im-u-.i.:;-.n
dengan perhembangan kewenangan, kemampuan dan
kebutuhan  dacrah  berdasarkan Pemturan Perundang
undangan yang beriaku,

BAB [X
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 13

Dengan diundengkannya Peraturan Bupatd ini, maka
Persiuran  Perundang-undengns sebelumnys vang
berténtangan dengan Peraturan Bupatd ini, dinyatas<an

dicabut dan tdak berlaku lag.

Pazal 14
Peraturan Bupan ini mula  berdaku  patia  tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapai mengetahuinya, memerintahhan
pengundangan Peraturan Buipati i ilnpan
penempatannya dakumn Berita Dagrah Kabupaten Subang

BERITAUAERAN KABUPATEN SUBARKG TAHUK o NOMOR 1 BERI
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